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Info Artikel Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan
Diterima 02-12-2025 kapasitas perangkat kalurahan di Kapanewon Pandak,
Direvisi 09-01-2026 Kabupaten Bantul dalam memahami, mengelola, dan
Revisi diterima 09-02-2026 memanfaatkan data digital terkait Tanah Kalurahan dan Sultan

Ground. Permasalahan utama yang dihadapi ialah data
pertanahan yang masih berbentuk arsip manual, tidak
terstandardisasi, serta belum terdigitalisasi sehingga
menimbulkan potensi kesalahan administrasi, tumpang tindih
pemanfaatan lahan, dan lemahnya pengawasan aset desa.
Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini dilaksanakan
melalui identifikasi dokumen legal, survei lapangan, Focus
Group Discussion (FGD), pengolahan data spasial, serta
sosialisasi pemanfaatan peta digital. Hasil kegiatan berupa peta
digital Tanah Kalurahan dan Sultan Ground untuk empat
kalurahan, Gilangharjo, Wijirejo, Triharjo, dan Caturharjo, serta
rekapitulasi persil yang lebih akurat dan mudah diverifikasi.
Kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman perangkat desa
mengenai pembacaan peta digital, verifikasi batas, dan
pemanfaatan teknologi GIS sebagai instrumen tata kelola aset.
Secara keseluruhan, digitalisasi peta terbukti mendukung
transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan tanah
kalurahan dan Sultan Ground secara berkelanjutan.
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1. Pendahuluan
1.1 Analisis Situasi

Keberadaan Sultan Ground dan Pakualaman Ground yang memperoleh pengakuan sebagai
bagian dari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wujud nyata dari
kedaulatan DIY, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan DIY (Nugroho et al, 2021). Undang-Undang tersebut menegaskan
bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Pakualaman ditetapkan
sebagai badan hukum yang memiliki kedudukan sebagai subjek hak milik atas tanah
Kasultanan maupun tanah Kadipaten (Hasim, 2016). Namun demikian, pemahaman
masyarakat dan perangkat kalurahan mengenai status hukum, fungsi, serta tata kelola tanah
keistimewaan masih relatif terbatas. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, konflik
pemanfaatan, maupun ketidaksesuaian dengan kebijakan tata ruang daerah (Anggoro et al.,
2025; Gunawan & Karina, 2023). Oleh karena itu, sosialisasi dan kegiatan pendampingan perlu
dilakukan sebagai upaya memberikan edukasi, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta
membangun sinergi antara masyarakat, pemerintah kalurahan, dan mitra teknis seperti Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul (Parasan et al., 2025; Sitepu et al., 2024). Dengan
demikian, pengelolaan Sultan Ground dan Pakualaman Ground dapat berjalan secara
transparan, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip keistimewaan DIY.

Peningkatan kasus pelanggaran pemanfaatan Tanah Kalurahan dalam beberapa tahun
terakhir tidak terlepas dari lemahnya sistem informasi pertanahan di tingkat kalurahan (Sari,
2025). Pada sebagian besar kalurahan, data yang digunakan masih bergantung pada peta
legger konvensional yang disusun puluhan tahun lalu. Secara fisik, banyak peta legger yang
telah mengalami kerusakan, memudar, atau tidak lagi mencerminkan kondisi aktual persil.
Ketidakmutakhiran data ini menghambat proses verifikasi batas, pencatatan pemanfaatan,
serta pengawasan administratif, sehingga memberikan ruang bagi terjadinya penyimpangan
pemanfaatan (Williamson et al., 2010; Enemark et al., 2014). Kondisi tersebut berkontribusi
terhadap munculnya berbagai kasus alih fungsi lahan, perluasan penggunaan melebihi izin,
hingga pemanfaatan tanpa dasar hukum yang jelas. Situasi ini secara langsung bertentangan
dengan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024
Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65, yang secara tegas mengatur larangan pengalihan izin,
penambahan luasan, pengalihfungsian lahan sawah beririgasi, serta pemanfaatan yang tidak
sesuai rencana tata ruang. Lemahnya data spasial dan administratif membuat perangkat desa
sulit mendeteksi pelanggaran tersebut secara dini. Oleh karena itu, digitalisasi peta Tanah
Kalurahan dan Sultan Ground merupakan kebutuhan mendesak, tidak hanya untuk
meningkatkan akurasi dan keterbacaan data, tetapi juga untuk memperkuat mekanisme
pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pemanfaatan lahan (Fajar et al., 2024; Pesak et al.,
2025).
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Peta digital yang terintegrasi memungkinkan pemerintah kalurahan melakukan
monitoring secara lebih sistematis dan berbasis bukti, sehingga potensi pelanggaran dapat
diminimalkan dan pengelolaan aset desa dapat berjalan selaras dengan prinsip keistimewaan
DIY. Digitalisasi peta tanah kalurahan dan Sultan Ground memberikan sejumlah manfaat
strategis bagi tata kelola aset desa maupun daerah. Pertama, digitalisasi memungkinkan
penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih akurat dan terintegrasi (Goodchild, 2007;
Goodchild, 2009), sehingga informasi mengenai lokasi, luas, dan status kepemilikan tanah
dapat diakses dengan mudah oleh perangkat desa maupun pemerintah daerah. Kedua, sistem
digital mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa, karena data
yang tersaji dapat diverifikasi secara terbuka dan meminimalisasi potensi manipulasi maupun
penyalahgunaan (Pesak et al., 2025). Digitalisasi peta dengan memanfaatkan teknologi GIS
mampu menyajikan informasi yang lebih akurat dan detail mengenai batas administratif,
pembagian wilayah RT, tata guna lahan, serta keberadaan fasilitas umum. Selain itu dnegan
memanfaatkan GIS memiliki keunggulan dalam memudahkan analisis dan visualisasi data yang
berhubungan dnegan letak geografis (Donya et al., 2020; Natalina et al, 2024). Peta
administrasi digital juga menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam mendukung
pengelolaan wilayah secara efektif. Bagi pemerintah, keberadaan peta digital menyediakan
data yang lebih presisi terkait batas wilayah, jumlah penduduk, dan lokasi fasilitas umum,
sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan strategis maupun distribusi
layanan publik (Hartono et al., 2025 ;Fajar et al., 2024)).

Selain itu, digitalisasi peta berfungsi sebagai instrumen pengendalian alih fungsi lahan,
sehingga tanah kalurahan tetap terjaga sesuai peruntukannya dan tidak dimanfaatkan untuk
kepentingan komersial yang melanggar aturan, seperti kerja sama dengan pihak ketiga untuk
pembangunan hotel atau usaha lain yang tidak sesuai regulasi (Ramadhan et al, 2025).
Digitalisasi juga memberikan kemudahan dalam pemantauan dan pengawasan partisipatif, di
mana masyarakat dapat turut serta mengawasi pemanfaatan tanah kalurahan melalui akses
informasi yang lebih terbuka (Parasan et al., 2025).

Manfaat lain yang tidak kalah penting adalah efisiensi administrasi dan perencanaan tata
ruang, karena data digital dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan
pembangunan desa maupun daerah (Kurniawan et al,, 2025). Dengan adanya peta digital,
proses perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih terarah, berbasis data, dan
berkelanjutan. Pada akhirnya, digitalisasi peta tanah kalurahan dan Sultan Ground menjadi
langkah penting dalam mendukung keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya
dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan pengelolaan tanah Kasultanan dan Kadipaten.

1.2 Solusi dan Target

Kegiatan Sosialisasi Digitalisasi Peta Tanah kalurahan dan Sultan Ground di Kapanewon
Pandak, Kabupaten Bantul dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas
aparatur desa serta masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai instrumen tata
kelola aset desa. Digitalisasi peta tanah kalurahan dan Sultan Ground diharapkan mampu
mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan aset desa, sehingga
dapat meminimalisasi potensi konflik, tumpang tindih pemanfaatan lahan, maupun kesalahan
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administrasi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat komitmen pemerintah
desa dalam mewujudkan tata kelola berbasis data yang modern dan terintegrasi dengan
kebijakan pemerintah daerah.

2. Metode Pengabdian

2.1 Tempat dan Waktu

Kegiatan Sosialisasi Digitalisasi Peta Tanah kalurahan dan Sultan Ground di Kapanewon
Pandak, Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 - 15 Agustus 2025
berlokasi di Pendopo rumah dinas Bupati Kabupaten Bantul dan Penyerahan Peta dilaksanakan
di Kantor Kapanewon Pandak.

Tabel 1. Jenis Kegitan yang dilakukan

No Kegiatan Waktu Keterangan
1 FGD awal dengan Penyamaan persepsi, konfirmasi
pemerintah kalurahan 14-18 Juli 2025 batas wilayah, dan kebutuhan
& kapanewon digitalisasi tanah kalurahan & SG.

Mengumpulkan SPPT, letter C,
16-20 Juli 2025 data peta lama, warkah, serta data
SG dari pihak terkait.
Cek lapangan, koordinat GPS,
20-25 Juli 2025 verifikasi batas fisik dan
pemanfaatan aktual.
Digitasi batas, integrasi data,
22-31 Juli 2025 klasifikasi pemanfaatan tanah
kalurahan/SG.
Validasi bersama pemerintah
1-5 Agustus 2025  kalurahan, dukuh, dan pihak
SG/pertanahan.
Pemaparan hasil peta digital,
7-10 Agustus 2025 pelatihan pembacaan peta, dan
pemanfaatan data spasial.
Serah terima peta final (softcopy
dan hardcopy) kepada Kalurahan
& Kapanewon Pandak.

2 Identifikasi dokumen
dan data awal

3 Survei lapangan &
verifikasi batas

4 Pengolahan data &
pembuatan peta digital

5 Rapat validasi peta &
finalisasi data

6 Sosialisasi Digitalisasi
Tanah kalurahan & SG

7  Penyerahan peta digital 12-15 Agustus
& laporan akhir 2025

2.2 Khalayak Sasaran

Sasaran utama kegiatan ini adalah perangkat desa di Kapanewon Pandak yang memiliki
kewenangan dalam administrasi dan pengelolaan tanah kalurahan, masyarakat desa sebagai
pihak yang berkepentingan terhadap pemanfaatan lahan, serta lembaga adat dan tokoh
masyarakat yang berperan dalam menjaga keberlanjutan tanah Sultan Ground. Di samping itu,
kegiatan ini juga menyasar pemerintah daerah Kabupaten Bantul sebagai pemangku
kebijakan, serta tim teknis pengembang sistem digitalisasi yang berperan dalam implementasi
dan keberlanjutan peta digital. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu
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menghasilkan peningkatan kapasitas, pemahaman, dan komitmen bersama dalam
mewujudkan tata kelola aset desa yang lebih transparan, akurat, dan berkelanjutan.

2.3 Metode Pendekatan

Kegiatan sosialisasi digitalisasi peta tanah kalurahan dan Sultan Ground di Kapanewon Pandak
dilaksanakan dengan menggunakan metode partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena peta
tanah kalurahan sebenarnya telah tersedia, namun belum terdigitalisasi dan tidak terawat,
sehingga berpotensi menimbulkan masalah alih fungsi lahan maupun pelanggaran
pemanfaatan aset desa. Melalui metode partisipatif, seluruh pemangku kepentingan dilibatkan
secara aktif dalam proses sosialisasi, mulai dari tahap identifikasi masalah, diskusi, pelatihan,
hingga penyusunan komitmen bersama.

Pendekatan partisipatif memiliki keunggulan yang membedakannya secara nyata dari
penelitian tradisional. Inti kekuatannya terletak pada pemberdayaan masyarakat, proses yang
demokratis, serta hasil yang berkelanjutan. Pemberdayaan ini dilakukan dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai
dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Mustanir et al., 2019). Dalam
praktiknya, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek penelitian, melainkan sebagai
mitra sejajar yang berperan sebagai pengolah data, perancang hipotesis, pelaksana riset,
sekaligus pengambil keputusan. Kesetaraan peran ini memungkinkan terbentuknya jaringan
sosial dan infrastruktur yang lebih kuat melalui refleksi, umpan balik, pemerataan distribusi
kuasa, serta pembelajaran untuk mempercayai proses yang dijalani.

Selain menghasilkan aksi nyata tujuannya pencakupan pendidikan masyarakat dengan
cara mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan mereka sendiri. Pengetahuan yang
lahir dari pengalaman langsung dianggap valid dan aplikatif, sehingga dapat digunakan untuk
menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi. Keunggulan pendekatan partisipatif terletak
pada transformasi peran masyarakat dari sekadar objek penelitian menjadi mitra yang mandiri
dan setara. Hal ini menghasilkan proses yang lebih demokratis serta pengetahuan yang
relevan dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan kehidupan masyarakat (Siswadi &
Syaifuddin, 2024)

Partisipasi perangkat desa dari empat kalurahan, yaitu Caturharjo, Gilangharjo, Triharjo,
dan Wijirejo, menjadi kunci utama dalam kegiatan ini karena mereka merupakan pengelola
langsung tanah kalurahan. Selain itu, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
turut berperan sebagai fasilitator teknis dan regulator, memastikan bahwa proses digitalisasi
peta sesuai dengan kebijakan tata ruang yang berlaku. Masyarakat sekitar juga dilibatkan
untuk meningkatkan kesadaran kolektif serta memberikan masukan terkait pemanfaatan
lahan, sehingga keberlanjutan pengelolaan tanah kalurahan dapat terjaga.

Melalui forum diskusi kelompok terarah, perangkat desa, dinas pertanahan, dan
masyarakat bersama-sama mengidentifikasi permasalahan utama, yaitu belum adanya sistem
digital yang terintegrasi untuk pemetaan tanah kalurahan. Selanjutnya, dilakukan pelatihan
teknis bagi perangkat desa mengenai cara digitalisasi peta, pemeliharaan data, serta
pemanfaatan sistem informasi berbasis digital. Pada tahap akhir, seluruh pihak menyepakati
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komitmen bersama untuk menjaga fungsi sosial tanah kalurahan dan mencegah pelanggaran,
termasuk larangan pemanfaatan tanah kas melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang
berorientasi komersial, seperti pembangunan hotel atau usaha lain yang tidak sesuai
peruntukan.

Dengan metode partisipatif ini, sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai transfer
pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran kolektif dan komitmen
bersama. Digitalisasi peta diharapkan menjadi instrumen penting dalam mencegah alih fungsi
lahan, memperkuat tata kelola aset desa, serta mendukung keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam pengelolaan tanah Kasultanan dan Kadipaten.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Tahap pertama dalam kegiatan sosialisasi digitalisasi peta tanah kalurahan dan Sultan Ground
adalah melakukan identifikasi dokumen legal yang menjadi dasar pengelolaan aset tanah.
Dokumen tersebut meliputi Peta Desa, Legger, Letter C, warkah, serta Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang (SPPT). Identifikasi ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan
dalam proses digitalisasi memiliki legitimasi hukum yang jelas, sehingga dapat
dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun yuridis. Dengan adanya dokumen
legal yang terverifikasi, proses digitalisasi peta akan lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tahap berikutnya adalah survei lapangan dan verifikasi batas. Kegiatan ini dilakukan
untuk mencocokkan data dokumen dengan kondisi faktual di lapangan, terutama terkait
batas-batas tanah kalurahan dan Sultan Ground. Survei lapangan melibatkan pengukuran
ulang, pencatatan kondisi fisik, serta dokumentasi visual untuk memastikan tidak terjadi
perbedaan antara data administratif dan realitas di lapangan. Verifikasi batas menjadi krusial
untuk mencegah potensi konflik lahan, tumpang tindih pemanfaatan, maupun kesalahan
dalam pencatatan aset desa.

Tahap terakhir adalah FGD (Focus Group Discussion) yang merupakan pendekatan
kualitatif yang sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang isu-isu
sosial. Tujuannya adalah untuk memperoleh data dari sekelompok individu yang dipilih secara
sengaja (purposively selected) daripada dari sampel yang representatif secara statistik
(Nyumba et al, 2018). Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bersama perangkat
kalurahan dan kapanewon. FGD ini berfungsi sebagai forum partisipatif untuk menyamakan
persepsi, membahas hasil identifikasi dokumen dan survei lapangan, serta menyusun strategi
digitalisasi peta yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kalurahan. Melalui FGD,
perangkat kalurahan dan kapanewon dapat memberikan masukan, menyepakati komitmen
bersama, serta merumuskan langkah tindak lanjut dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan
tanah kalurahan. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi tidak hanya menghasilkan peta digital
yang valid, tetapi juga memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menjaga
aset desa agar tetap sesuai peruntukan.
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3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Hasil Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan digitalisasi tanah kalurahan dan Sultan Ground di Kapanewon
Pandak meliputi identifikasi data, pemetaan partisipatif, pengolahan data spasial, serta validasi
bersama perangkat kalurahan. Pendekatan partisipatif dalam pengelolaan data wilayah
diketahui mampu meningkatkan akurasi dan penerimaan masyarakat terhadap hasil pemetaan
(Kurniawan et al., 2025; Parasan et al., 2025). Hasil kegiatan disajikan melalui tabel rekapitulasi
persil, peta digital tiap kalurahan, serta dokumentasi tahapan kegiatan seperti FGD, survei,
deliniasi, dan sosialisasi.

Tabel 2. Rekapituliasi Tanah Kalurahan dan Sultan Ground

Kalurahan Jumlah Persil Tanah

Tanah Kalurahan Sultan Total

Ground
Pelungguh Pengarem Tanah Total
-arem Kalurahan

Gilangharjo 110 40 110 260 70 330
Wijirejo 50 20 80 150 8 158
Triharjo 22 12 40 74 8 82
Caturharjo 30 9 30 69 19 88
Jumlah Total 212 81 260 553 105 658

Rekapitulasi ini menunjukkan bahwa Kalurahan Gilangharjo memiliki jumlah persil
terbanyak, sedangkan Triharjo memiliki jumlah terendah. Distribusi jumlah persil menjadi
dasar analisis kebutuhan pengelolaan aset dan beban administrasi masing-masing kalurahan.
Informasi spasial yang terstruktur membantu pemerintah desa dalam perencanaan dan
pengawasan aset secara lebih efektif (Williamson et al., 2010; Enemark et al., 2014). Merujuk
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta no. 24 tahun 2024 Tanah kalurahan
adalah Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang digunakan untuk
menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan. Pelungguh adalah bagian dari Tanah
Kalurahan yang digunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan.
Pengarem-arem adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tunjangan bagi
Lurah dan Pamong Kalurahan yang purna tugas. Sedangkan, Sultan Ground atau Tanah
Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan
keprabon atau dede keprabon yang terdapat dalam wilayah DIY.
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PETA TANAN DESA DAN SULTAN GROUND
DI KAPANEWON PANDAK

Gambar 1. Peta Digital Tanah Kalurahan dan Sultan Ground di Kapanewon Pandak

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) awal yang melibatkan perangkat dari
empat kalurahan di Kapanewon Pandak, yaitu Caturharjo, Gilangharjo, Triharjo, dan Wijirejo
dilaksanakan di ruang pertemuan serbaguna Kaluragan Triharjo (Gambar. 2). FGD bertujuan
menyamakan persepsi dan merumuskan strategi bersama dalam menjaga batas wilayah serta
mencegah alih fungsi lahan. Kegiatan sosialisasi dan diskusi kelompok merupakan tahap
penting dalam membangun pemahaman kolektif masyarakat terhadap program pengabdian
(Saputra et al., 2023; Sitepu et al., 2024). Melalui FGD tersebut teridentifikasi bahwa sebagian
besar kalurahan belum memiliki peta tanah kas desa dan Sultan Ground dalam bentuk digital
sehingga proses pembaruan data, verifikasi batas, serta pengawasan pemanfaatan lahan masih
bergantung pada arsip konvensional. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan informasi
spasial menjadi salah satu faktor penghambat tata kelola aset desa berbasis data (Fajar et al.,
2024).

Pendekatan partisipatif dalam forum diskusi juga meningkatkan komitmen
institusional perangkat desa dalam pengelolaan aset berbasis data (Parasan et al., 2025).
Kehadiran perangkat desa yang mengenakan seragam dinas mencerminkan kesiapan
kelembagaan menuju tata kelola aset desa yang lebih transparan dan akuntabel.
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Gambar 2. Proses FGD awal dengan perangkat kalurahan

Survei lapangan dalam kegiatan digitalisasi peta tanah kalurahan dan Sultan Ground
dapat dilihat dari Gambar 3. yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi Global
Positioning System (GPS) untuk memperoleh data spasial yang akurat dan terverifikasi.
Penggunaan GPS memungkinkan penentuan titik koordinat batas lahan secara presisi serta
pencocokan dokumen legal dengan kondisi aktual di lapangan, sehingga mengurangi
kesalahan interpretasi batas wilayah (Foody, 2002; Audah et al,, 2020). Pelaksanaan survei
dilakukan secara langsung bersama perangkat kalurahan sehingga hasil pengukuran dapat
segera dikonfirmasi oleh pihak yang berwenang. Keterlibatan perangkat desa juga
memperkuat proses validasi melalui pemanfaatan pengetahuan lokal masyarakat mengenai
riwayat penggunaan dan batas lahan (Goodchild, 2007).

Dengan demikian, data hasil pengukuran tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki
legitimasi sosial dan administratif. Dukungan teknologi GPS menjadikan proses pengumpulan
data lebih efisien serta menghasilkan data geospasial yang siap diintegrasikan ke dalam sistem
peta digital desa sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengendalian alih fungsi lahan.

Gambar 4. Proses Digitasi Batas Tanah Kalurahan Menggunakan ArcGis
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Proses validasi dan verifikasi hasil survei lapangan merupakan tahapan krusial dalam
memastikan akurasi data spasial yang diperoleh melalui pemetaan GPS. Setelah titik-titik
koordinat batas tanah Kalurahan dan Sultan Ground ditentukan, tim pelaksana bersama
perangkat kalurahan melakukan pengecekan silang terhadap data tersebut dengan dokumen

legal seperti Peta Desa, Legger, Letter C, warkah, dan SPPT.

R s

Wy

Gambar 3. Survei Lapangan

Validasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data lapangan dan dokumen
administratif, sedangkan verifikasi melibatkan konfirmasi langsung di lokasi bersama pihak
yang berwenang guna menghindari kesalahan interpretasi batas wilayah. Kegiatan
pemeriksaan lapangan (ground check) menjadi tahap penting karena informasi yang diperoleh
dapat digunakan untuk memverifikasi kebenaran dokumen sebelumnya sekaligus sebagai titik
acuan dalam proses digitasi (Audah et al., 2020). Melalui diskusi lapangan dan pencocokan
data ditemukan beberapa titik yang perlu penyesuaian akibat perubahan fisik lahan maupun
ketidaksesuaian dengan dokumen lama. Kegiatan ini tidak hanya bersifat teknis tetapi juga
partisipatif, karena melibatkan perangkat desa dari empat kalurahan di Kapanewon Pandak
yaitu Caturharjo, Gilangharjo, Triharjo, dan Wijirejo sebagai pemilik otoritas lokal atas
pengelolaan tanah kas desa. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses validasi
meningkatkan legitimasi dan kredibilitas data spasial yang dihasilkan (Kurniawan et al., 2025).

Dengan dilaksanakannya validasi dan verifikasi secara menyeluruh, hasil survei lapangan
menjadi lebih kredibel dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan
strategis, pengendalian alih fungsi lahan, serta penyusunan kebijakan tata ruang desa.
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Tahapan ini juga memperkuat komitmen bersama antar pemangku kepentingan untuk
menjaga integritas data dan keberlanjutan pengelolaan aset desa berbasis teknologi informasi.

Gambar 5. Validasi dan Verifikasi hasil survei lapangan

Kegiatan sosialisasi dan penyerahan peta digital tanah kalurahan dan Sultan Ground di
Kapanewon Pandak merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses digitalisasi yang telah
melibatkan identifikasi dokumen legal, survei lapangan berbasis GPS, serta validasi dan
verifikasi batas wilayah. Sosialisasi ini dilaksanakan dalam forum terbuka yang dihadiri oleh
perangkat dari empat kalurahan yaitu Caturharjo, Gilangharjo, Triharjo, dan Wijirejo bersama
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul serta perwakilan masyarakat. Dalam
forum tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai manfaat digitalisasi peta, mekanisme
pemeliharaan data, serta komitmen bersama dalam menjaga fungsi sosial tanah kas desa agar
tidak dialihfungsikan secara tidak sah. Kegiatan sosialisasi diketahui efektif meningkatkan
pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan program berbasis teknologi dan administrasi
desa (Sitepu et al,, 2024).

Gambar 6. Sosialiasi Pemanfaatan Peta Digital

Penyerahan peta digital dilakukan secara simbolis kepada masing-masing kalurahan
sebagai bentuk pengakuan atas kepemilikan dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset
kalurahan. Peta digital yang diserahkan telah melalui proses verifikasi spasial dan administratif,
serta dilengkapi dengan informasi batas wilayah, tata guna lahan, dan titik fasilitas umum.
Dengan adanya peta digital ini, perangkat desa memiliki alat bantu yang akurat untuk
mendukung perencanaan pembangunan, pengawasan pemanfaatan lahan, dan pengambilan
keputusan berbasis data. Digitalisasi informasi desa terbukti meningkatkan transparansi dan
kualitas layanan pemerintahan desa (Fajar et al., 2024; Pesak et al., 2025).
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Gambar 7. Penyerahan Peta Digital

Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga
keberlanjutan pengelolaan tanah kalurahan. Melalui sosialisasi dan penyerahan peta digital,
diharapkan tercipta sistem tata kelola aset desa yang lebih transparan, partisipatif, dan adaptif
terhadap perkembangan teknologi informasi. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan
masyarakat merupakan faktor penting dalam keberlanjutan program pemberdayaan desa
(Parasan et al., 2025), sekaligus memperkuat keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
pengelolaan tanah Kasultanan dan Kadipaten.

3.2 Pembahasan

Analisis Dampak terhadap Masyarakat/Lingkungan

Kegiatan sosialisasi digitalisasi peta tanah kalurahan dan Sultan Ground memberikan dampak
positif yang signifikan bagi perangkat kalurahan maupun masyarakat di Kapanewon Pandak.
Dampak utama terlihat pada meningkatnya pemahaman perangkat desa tentang status
hukum tanah desa, teknik pembacaan peta digital, serta pemanfaatan data spasial dalam
mendukung pengambilan keputusan. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pendampingan
teknologi diketahui mampu memperkuat kemampuan pengelolaan sumber daya lokal dan
mengurangi potensi konflik lahan (Parasan et al., 2025). Pemahaman yang lebih baik ini
membantu meminimalkan potensi konflik batas, kesalahpahaman terkait pemanfaatan tanah,
serta risiko alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan. Pemanfaatan informasi spasial yang
akurat juga berperan penting dalam mendukung sistem administrasi pertanahan yang lebih
tertib dan berbasis data (Williamson et al., 2010).

Dari aspek lingkungan, kejelasan batas persil dan identifikasi pemanfaatan lahan secara
spasial memberikan dasar yang lebih kuat untuk pengendalian alih fungsi lahan. Peta digital
membantu perangkat desa mengidentifikasi area rawan perubahan fungsi, memantau
keberadaan ruang terbuka, serta memastikan bahwa pemanfaatan lahan tetap sesuai dengan
regulasi daerah dan prinsip keistimewaan DIY. Kejelasan informasi pertanahan diketahui
menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan lahan dan mencegah
degradasi fungsi ruang (Enemark et al., 2014). Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi
terhadap keberlanjutan ekologis dan ketertiban pemanfaatan ruang.

26 | INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement



Lestari, R. F. et al.

Diskusi Ketercapaian Tujuan

Secara keseluruhan, tujuan program pengabdian dinilai tercapai dengan baik. Ketercapaian ini

dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

1.

2.

3.

4,

Peningkatan pemahaman dan kapasitas aparatur kalurahan

Perangkat desa di empat kalurahan mampu mengikuti proses digitalisasi, memahami peta
digital, dan melakukan verifikasi batas dengan benar. Peningkatan kapasitas aparatur
merupakan indikator utama keberhasilan kegiatan pendampingan berbasis teknologi
dalam pengelolaan desa (Parasan et al., 2025).

Tersedianya peta digital tanah kalurahan dan Sultan Ground

Semua kalurahan telah memperoleh peta digital yang telah divalidasi, lengkap dengan
data atribut persil. Peta ini dapat digunakan untuk administrasi pertanahan dan
perencanaan wilayah. Digitalisasi data spasial terbukti meningkatkan akurasi administrasi
pertanahan dan mempermudah pembaruan data secara berkala (Williamson et al., 2010).
Terbangunnya koordinasi Kalurahan, Kapanewon dan Instansi teknis

Kolaborasi antara perangkat desa, pemerintah kapanewon, dan DPTR Bantul berjalan
efektif, menunjukkan keberhasilan pendekatan partisipatif. Pendekatan kolaboratif
merupakan faktor penting dalam keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat
(Kurniawan et al., 2025).

Tersusunnya rekapitulasi persil yang lebih akurat

Data yang terdigitalisasi menghasilkan rekap persil yang mudah diakses, mudah
diverifikasi, dan siap diperbarui secara berkala. Integrasi data spasial mendukung
transparansi dan efisiensi pengelolaan aset desa berbasis informasi (Fajar et al., 2024)

Dengan pencapaian ini, kegiatan pengabdian dinilai memberikan kontribusi nyata bagi

peningkatan kualitas tata kelola aset desa.

Evaluasi atau Umpan Balik dari Masyarakat

Umpan balik dari perangkat kalurahan dan peserta sosialisasi menunjukkan bahwa kegiatan

ini sangat bermanfaat, terutama dalam memperjelas batas persil, menyederhanakan

administrasi tanah kalurahan, dan mempermudah proses verifikasi data pertanahan. Beberapa

poin evaluasi yang muncul antara lain:

1.

Peserta merasa terbantu dengan peta digital yang lebih mudah dibaca.

Pemetaan digital dianggap lebih akurat dan praktis dibandingkan arsip cetak yang selama
ini digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi desa diketahui mampu
meningkatkan efektivitas kerja dan pemahaman pengguna terhadap data wilayah (Fajar et
al,, 2024).

Kebutuhan pelatihan lanjutan

Perangkat desa menyampaikan bahwa mereka membutuhkan pelatihan lanjutan
mengenai pengelolaan data spasial, analisis sederhana di GIS, dan proses pembaruan data.
Kebutuhan ini menunjukkan bahwa pendampingan berkelanjutan merupakan faktor
penting dalam keberhasilan implementasi teknologi pada masyarakat (Pesak et al., 2025;
Saputra et al,, 2023)).
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3. Saran peningkatan akses data
Beberapa peserta mengusulkan agar data peta digital disimpan dalam sistem yang dapat
diakses bersama, seperti geodatabase tingkat kapanewon. Keterbukaan akses informasi
mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset desa (Fajar et al., 2024).

4. Peningkatan koordinasi rutin
Masyarakat dan perangkat desa mengusulkan adanya pertemuan berkala untuk
memantau pemanfaatan tanah kalurahan dan menyelesaikan permasalahan di lapangan.
Koordinasi berkelanjutan antar pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam
menjaga keberlanjutan program pemberdayaan desa (Parasan et al., 2025).

Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa program ini tidak hanya diterima dengan
baik, tetapi juga mendorong munculnya komitmen baru dari perangkat desa untuk
menerapkan tata kelola aset desa berbasis data dan teknologi.

4. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi digitalisasi peta Tanah Kalurahan dan Sultan Ground di Kapanewon Pandak
berhasil meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat kalurahan dalam mengelola data
pertanahan secara lebih akurat dan transparan. Proses partisipatif yang melibatkan perangkat
desa, kapanewon, dan instansi teknis mampu menghasilkan peta digital yang tervalidasi serta
rekapitulasi persil yang lebih tertata. Digitalisasi ini mendukung tata kelola aset desa yang
lebih efektif dan meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun alih fungsi lahan yang
tidak sesuai.
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